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INTISARI

Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat saat ini tentunya akan
menyebabkan semakin berkembangnya berbagai kebutuhan perumahan,
fasilitas pelayanan kota dan fasilitas sosial yang memerlukan ruang untuk
pencapaiannya. Sedang untuk pemenuhan ruang tersebut memerlukan tanah
dan dana yang tidak sedikit terutama untuk kebutuhan perumahan. Sehingga
salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan jalan melalui konsolidasi
tanah. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan
Konsolidasi Tanah Perkotaan secara swadaya di Desa Jabung Kecamatan
Plupuh Kabupaten Sragen dan mengetahui kendala-kendala dalam
pelaksanaannya serta usaha-usaha untuk mengatasi kendala-kendala
tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif dan menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif. Teknik
pengumpulan data dengan cara wawancara, studi pustaka, dokumentasi dan
kuisoner. Penelitian mengambil populasi seluruh peserta Konsolidasi Tanah
Perkotaan di Desa Jabung Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen, sehingga
penelitian ini merupakan penelitian populasi

Kegiatan yang digariskan oleh Badan Pertanahan Nasional belum
sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada dan masih ada kegiatan
yang belum selesai dilaksanakan. Kendala-kendala yang dihadapi adalah
mengenai kurang lengkapnya administrasi, biaya dan persetujuan peserta.
Upaya untuk mengatasi kendala adalah sebagai berikut : pengarahan kepada
masyarakat, pembayaran terlebih dahulu oleh kepala desa untuk mengatasi
kekurangan biaya dan pendekatan persuasif. Namun demikian upaya untuk
mengatasi kendala-kendala tersebut belum tuntas sepenuhnya sebab
kegiatan tersebut belum selesai sepenuhnya.



DAFTAR ISI

MALAMAN GUDRIL ..L...........ccoiincnsimicnoranorllifesssssibiasarsonssihsabbs cosnsaisss [
HALAMAN PERBETUHIUAN ..................ccooviciimminisnsmnsisnmncssanssssssnssass i
HATAPEIEIIEERIR L ... onciibunnissiusansinsssosnisnsbisnesmmis i ipsvanisassas ii
BETIRARIE i Ko it annin s a s s A AT i ks ho i v
T T SRR, SN BRI TE 5 e TS S U S vi
S ad R SRR SHCPR N S A S PR viii
DAFTARERIIPMRIML ... . ococcoccosoninsisssinpssnsianindisonisbintansnsihvesamsonivs X
BARL PENDIMERENL. ...............c..ocoocouiimnmivimmvirissmnesiiapsspesissesss 1
B L IIIIIRIIN ... .» vsvovnsasssinsmnbsisgduidibs one sorihatiasobs e niginsvis 1

B PoromustitMBEBIaN .............c.ouinsimmosmseranmseiniismnisess 4

C. Pembatagsan Masalah ..........................coovcevviisissirsnnnnasacencns 5

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.........................c............ 5

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN ........ 7
A TR ERAIR ......oooiisnnmcusisininnsensnsiivporsunsnisnbrmsvammione 7

TR NG LRI R C N SR 8

B NI i viiinpnomnisciimabe b b s S el 10

e A SO Y L G PO A ST I B 11



BAB llI

BAB IV

5. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah ............................ 13
6. Tahapan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah ............. 14
7. Penjelasan Teknis Tahapan Pelaksanaan

Berdasarkan Petunjuk Teknis Konsolidasi Tanah... 18

B, KortantRaPomlldran .. .......c . cuiivonhiniin s smmpststuses sbyiosnsnsys 39
C. ANDOAPAMREIEBAL ... ....... ... oonsnmssiursonsisns iospsmxbngsasasins puo bues 41
METODOLOGI PENELITIAN................ccooeiiiiieiniceeciien 43
A. ‘Metode Yang DIQUNBKETL... .......: cx st irssoanivest sssredsissesusn. 43
B LORDSEPOBBIEINY. ... ov ivsiiomiros st buyoiinibo ses b shdbanmupsninn pwece 43
C. JenisdanButiber DAl ............. oo Guntosindvons idrasss fis ees 44
D. AlatUntufMencariData ......................oc.ciimmmmss s 44
B PODGIREE L ..o o sputasirii sy ety sonseion o veattyrio ase 45
F. T ARIEE DA ...l onii o ihin i bmmin vinivies b ssikts o o 46
GAMBARAN UMUM WILAYAH ..., 48
A Koadaan YHBYEN ............cocosoiees cosiiossssipssesapenspsinasssmnsscasns 48
B PO ©..o 00 o b smnsiusvi ssivn sovs verin Exaiites donple GGGy <oy s e 51

1. Perkembangan PenduduK .................cooooii 51

2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin .............. 53

3. Pendapatan Perkapita .............cccooooiiiiiiiiii 54
C. Keadaan Wilayah dan Penduduk Desa Jabung ................ o5

1. ANV ER SO S S i i ebesar s bomom bbb s e e 54



T PONCRRII ... findiins s ssniysenvernaibmngiily o srasscs siwsssoasnamse 56

3. Mata PBOCRRANAN .. .........uomous sosssis sinelis ss o dasens sewsssessvne: of

4. SIatess WO oo oo v bunse sxr ol ba A AR £t d A s s 58

BAB V PENYAJIAN DAN ANALISADATA ... 60
A.PenyajianData .........c.cooveeerimii 60

1. Mekanisme Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan
secara swadaya di Desa Jabung Kecamatan Plupuh
KabUDBIBB STAGBIN ... ...........co v cosmsumbanis ool ansisinsiss s 60

2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan Konsolidasi
Tanah Perkotaan secara swadaya di Desa Jabung
Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen dan upaya
MBNOIRBSI RBNUBIA ... ..o vttt aagapesssosss ssiesoii cvins 78

B. AnalisaData ............ FIPER AU G (I L R e ER - 83

1. Mekanisme Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan
secara swadaya di Desa Jabung Kecamatan Plupuh
KEDUDPIBI BIBOBI ...\ vos cme shse s insssisaenss wivshodsbes sissn sunn=vin 83

2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan Konsolidasi
Tanah Perkotaan secara swadaya di Desa Jabung
Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen dan upaya

mengalasikendala ..................covvinriiiniinnnienesen s 90



DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat
luas dan juga memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, bahkan
Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia dalam jumlah penduduk.
Jumlah ini akan terus meningkat sesuai dengan perkembangan jaman
dimana pada saat ini jumlah penduduk di Indonesia telah mencapai angka
200 juta lebih. Kebanyakan penduduk ini bermukim di Pulau Jawa.
Pertumbuhan penduduk yang sedemikian cepatnya tentu menimbulkan
kebutuhan tanah baik untuk pembangunan perumahan, fasilitas umum,
pabrik dan lain sebagainya Sedang dalam kehidupan sehari-hari manusia
selalu memerlukan tempat tinggal yang layak untuk dapat hidup secara baik
dan layak. Kebutuhan akan tempat tinggal ini akan terus meningkat sesuai
dengan jumlah penduduk yang ada, sedangkan luas wilayah ini terbatas
jumiahnya.

Kebutuhan akan tanah untuk pembangunan khususnya untuk
pemukiman di perkotaan akan semakin sulit dipenuhi. Sehingga hal tersebut
mendorong penduduk kota untuk mencari tanah di daerah pinggiran kota
yang mana harga tanahnya relatif lebih murah bila dibandingkan dengan

tanah yang berada di dalam kota. Walaupun tanah yang mereka beli



Penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan ataupun
permukiman perkotaan yang dilaksanakan melalui pembebasan tanah dari
pemiliknya, semakin banyak menimbulkan masalah. Misalnya, adanya
spekulasi tanah, pembebasan tanah yang menggusur masyarakat setempat,
permukiman eksklusif, ketimpangan penyediaan sarana dan fasilitas
perkotaan.

Selain itu, pengadaan tanah untuk pembangunan perkotaan telah
mengakibatkan terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian subur
menjadi penggunaan tanah non- pertanian. Akibatnya timbul kegiatan
pertanian yang mengancam tersedianya produktivitas pertanian serta
tergusurnya petani beserta mata rantai pencaharian mereka.

Pada sisi lain, umumnya tanah-tanah di daerah perkotaan telah
dikuasai oleh masyarakat, sehingga pengadaan tanah untuk kegiatan
pembangunan semakin sulit dilaksanakan karena terbatasnya dana untuk
pembayaran ganti kerugian tanah yang harganya terus meningkat. Demikian
pula halnya, dalam penyediaan tanah yang luas bagi kegiatan pertanian dan
perkebunan, semakin sulit dilaksanakan, bila dilaksanakan secara
konvensional melalui pembebasan tanah.

Telah diketahui bahwa nilai ganti kerugian dalam pengadaan
tanah sering dirasakan oleh masyarakat pemilik tanah tidak memadai,
sehingga hanya menimbulkan masalah, dimana para pemilik tanah tidak

setuju terhadap besarnya ganti kerugian tersebut. Di lain pihak,



sosial-ekonomi yang merugikan masyarakat golongan ekonomi lemah.
Akibatnya kota tumbuh secara alami dan tidak terkendali dan berkembang
secara tidak teratur dan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan selama
ini sehingga hanya akan menciptakan sebuah kawasan pemukiman kumuh
(slums area). Jumlah kawasan ini akan semakin bertambah seiring dengan
semakin terpuruknya perekonomian di Indonesia yang juga dilanda dengan
krisis multidimensional.

Kondisi ironis inilah yang kemudian melahirkan ide baru sebagai
upaya perbaikan kesejahteraan melalui penyediaan pemukiman yang layak
huni, sehat dan teratur bagi golongan masyarakat ekonomi lemah.
Keinginan untuk mewujudkan sebuah kawasan yang layak huni, sehat, tertib
dan teratur antara lain dapat diwujudkan dengan jalan melalui penerapan
tata ruang yang terpadu dan terkoordinasi dengan baik dari berbagai
elemen masyarakat. Salah satu program untuk menunjang penerapan tata
ruang ini adalah dengan dilaksanakannya program konsolidasi tanah.

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen khususnya seksi
Pengaturan Penguasaan Tanah telah melaksanakan program Konsolidasi
Tanah Perkotaan tersebut pada tahun anggaran 2002/2003 di desa Jabung
Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen melalui pola pendekatan yang
bersifat bottom up. Maksudnya adalah bahwa terlaksananya kegiatan ini
merupakan kesadaran, inisiatif, serta keinginan dari masyarakat sendiri dan

kemudian mengajukan rencana tersebut ke kantor pertanahan. Kantor



diajukan oleh masyarakat. Program Konsolidasi Tanah Perkotaan ini
merupakan program yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.
~ Sehingga diharapkan program ini dapat dijadikan suatu proyek yang dapat
menunjang upaya untuk mewujudkan catur tertib pertanahan di kawasan
tersebut.

Namun sampai saat ini Konsolidasi Tanah Perkotaan belum
dapat diselesaikan secara penuh. Hal ini dikarenakan masih terdapat
kendala yaitu banyak kelengkapan administrasi dari masyarakat yang belum
dipenuhi secara lengkap. Sehingga menghambat jalannya proses kegiatan
konsolidasi tersebut. Oleh karena itu masyarakat setempat harus dituntut
lebih berperan aktif dalam melengkapi administrasinya, agar kegiatan
konsolidasi yang telah dilaksanakan dapat berjalan lancar.

Oleh karena itu penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian
dengan judul “ STUDI PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH
PERKOTAAN SECARA SWADAYA DI DESA JABUNG KECAMATAN

PLUPUH KABUPATEN SRAGEN ”

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa hal
yang patut diteliti dan dicari jawabannya dalam penelitian ini, antara lain :
1. Bagaimana pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan secara swadaya

di Desa Jabung Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen?



2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Konsolidasi
Tanah Perkotaan secara swadaya di desa Jabung Kecamatan Plupuh

Kabupaten Sragen dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala?

C. PEMBATASAN MASALAH
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan dapat dilakukan melalui
program pemerintah dan swadaya masyarakat. Dalam penelitian ini
permasalahan dibatasi pada Konsolidasi Tanah Perkotaan secara swadaya

yang dilakukan di Desa Jabung Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN
Penelitian ini memiliki tujuan antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan secara
swadya di Desa Jabung Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen.

2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam pelaksanaan konsolidasi
tanah perkotaaan secara swadaya di Desa Jabung Kecamatan Plupuh
Kabupaten Sragen dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala.

Penelitian ini memiliki kegunaan antara lain sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi penyusun di
bidang Konsolidasi Tanah Perkotaan sebagai obyek Landreform di
Indonesia sehingga dapat dijadikan bekal pada daerah kerja nantinya.

2. Sebagai bahan evaluasi, informasi dan masukan untuk penyempurnaan



Kabupaten Sragen. Hal ini berupaya untuk peningkatan pelayanan
pertanahan terhadap masyarakat khususnya dalam bidang Konsolidasi

Tanah Perkotaan.



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN
1. Kegiatan dan tahapan pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan
yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 4 Tahun 1991 hanya 9 kegiatan atau 64,2% yang benar-
benar sesuai, 4 kegiatan atau 28,7% yang tidak sesuai dan 1
kegiatan atau 7,1% yang kurang sesuai. Disamping itu masih ada
kégiatan yang belum selesai yaitu : pembuatan surat keputusan
redistribusi , sertipikasi, staking out / realokasi dan pelaksanaan

konstruksi..

2. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan Konsolidasi
Tanah Perkotaan secara swadaya di Desa Jabung Kecamatan

Plupuh Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut :

a. Kurang lengkapnya administrasi yang berupa kariu tanda
penduduk dan bukti hak untuk tanah yang beilum terdaftar

b. Kekurangan biaya pelaksanaan

c. Persetujuan peserta konsolidasi

Upaya untuk mengatasi kendala adalah sebagai Dberikut

pengarahan kepada masyarakat, pembayaran teriebih dahulu oleh
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kepala desa untuk mengatasi kekurangan biaya dan pendekatan
persuasif.

Namun demikian upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut
belum tuntas sepenuhnya sebab kegiatan tersebut belum selesai

sepenuhnya.

B. SARAN

1. Agar kegiatan yang belum selesai dilaksanakan sesuai dengan
peraturan yang berlaku segera dilaksanakan dan diselesaikan.

2. Agar dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan
diperhitungkan lebih lanjut mengenai kesiapan peserta terutama
dalam hal pembiayaan, unsur pelaksana di desa terutama dari
peserta dibentuk suatu kepanitiaan khusus dan kelengkapan
administrasi.

3. Agar aparat Kantor Pertanahan dalam melakukan pengecekan
kelengkapan lebih teliti dan memberitahukan sesegera mungkin
kepada peserta.

4. Agar Kantor Pertanahan dalam melakukan arsip dokumen lebih

diperhatikan.
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